
WALI KOTA BAUBAU 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

NOMOR : 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 3 TAHUN 2021 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

Menimbang : a  bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam 
- Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja dan 
kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan 
Pemerintah Kota Baubau, perlu menetapkan. Tambahan 
Penghasilan Pegawai; : 

b.  bahwa agar pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai ASN terselenggara secara tertib, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 
bertanggungjawab, perlu menetapkan kembali Tambahan 
Penghasilan Pegawai ASN lingkup Pemerintah Kota 
Baubau semester kedua; 

¢. bahwa hasil fasilitasi dan pemberian persetujuan 
pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN lingkup 
Pemerintah Kota Baubau Tahun 2021, Peraturan Wali 
Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup 
Pemerintah Kota Baubau, perlu diubah dan disesuaikan; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup 
Pemerintah Kota Baubau; 

Mengingat ¢ 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Babas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahutt 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 3815); 

2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembéra 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian 
Nasjonal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6515); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6515); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402);
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12. 

13. 

14, 

15. 

16. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesja Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Xementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273}; 

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Baubau {Lembaran Daerah Kota 
Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2021 {Lembaran Daerah Kota 
Baubau Tahun 2021 Nomor 4}; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;



18. 

Memperhatikan : 

Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 62/1/2021 tentang 
Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau; 

Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 
900/8009/Keuda. Tanggal 12 November 2021 Hal 
Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 3 TAHUN 2021 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 
SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah 
Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai 
berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2} huruf d angka 3 diubah, angka 4 dihapus dan 
huruf e angka 2, huruf f angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) tetap; 

Pasal 4 

(2) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud ayat (1} diatur sebagai berikut : 

a) tetap; 
b} tetap; 

c) tetap; 

d) TPP berdasarkan kondisi kerja. 

1. tetap; 

2. tetap; 

3. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja adalah sebesar 0% (nol 
persen) dari besaran basic TPP; 

4. dihapus; 

e) TPP berdasarkan kelangkaan profesi. 

1. tetap; 

2. a.tetap 

b. dihapus; 

c. dihapus. 

3. Tetap.



f) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. 

1. tetap; 

2. tetap; 

3. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada ASN 
yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah 
daerah (kelas jabatan 15). 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Lampiran II huruf A, huruf B 

dan huruf C pada Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota 
Baubau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 95 viowember . 2021 

WALI KOTA BAUBAU, 

A.S. TAMRIN 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 25 november - 2021 

SEKRETARIS DAE! K BAUBAU, 

RONI MUHTAR 

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR .£}..



LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

B TAHUN 2021 NOMOR : 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU 

LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU SEMESTER KEDUA TAHUN 2021 
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

No Kelas Basic TPP TPP TPP TPP TPP TPP TPP TPP Bruto BESARAN TPP 
Jabatan/ Berdasarkan Berdasarkan Berdasarkan | Berdasarkan | Berdasarkan Berdasarkan ASN Yang 
Eselon Beban Kerja | Prestasi Kerja Tempat Kondisi Kerja | Kelangkaan Pertimbangan Dibayarkan 

Bertugas Profesi Obyektif Sesuai 
Lainnya Kemampuan 

50 % 50% 10% 0% 40% 40% Daerah 

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10=3+5+6+7+8+9 11 
1. | 15 | /a | Rp. 11,491,651, | Rp. 5,745,826 | Rp. 5,745,826 | Rp. 1,149,165 0| Rp. 4,596,661 | Rp. 4,596,661 | Rp.21,834,138 | Rp. 6.800.000, 
2. [ 14 | 1i/b | Rp. 8,748,425, | Rp. 4,374,212 Rp. 4,374,212 0 0 0 0| Rp. 8,748,425 | Rp. 3.400.000, 

13 

3. 12 | ll/a | Rp. 6,278,304, | Rp. 3,139,152 | Rp. 3,139,152 [ 0 0 0 Rp. 6,278,304 | Rp. 2.200.000, 

4. 11 | /b | Rp. 4,853,914, | Rp. 2,426,957 | Rp. 2,426,957 [ 0 0 0| Rp. 4,853,914 | Rp. 1.600.000, 

5. 9 | IV/a | Rp. 3,672,808, | Rp. 1,836,504 | Rp. 1,836,404 0 0 0 0| Rp. 3,672,808 Rp. 1.200.000, 

6. 8 | IV/b | Rp. 2,951,980, | Rp. 1,475,990 | Rp. 1,475,990 0 0 0 0| Rp. 2,951,980 | Rp. 900.000, 

7.5 }JFU Rp. 1,886,238, Rp. 943,119 | Rp. 943,119 0 0 Y 0| Rp. 1,886,238 | Rp. 600.000, 
JFT 

TA BAUB, 
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